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Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam 
menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada 
daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 
diatur bahwa, Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan susunan 
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar 
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah 
yang bersifat istimewa. Daerah di Indonesia akan dibagi menjadi daerah Provinsi,Kabupaten, 
Kecamatan Dan Desa.Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari 
sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah 
kabupaten. 
Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan 
publikdan meningkatkan perekonomian daerah. Pada dasarnya, terkandung tiga misi utama 
pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pelayanan publik kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengolalan sumber 
daya daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam pembangunan. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi 
daerah.Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada 
masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan 
pemerintah.Karena itu upaya untuk memperkuat Desa (pemerintahan Desa dan lembaga 
kemasyarakatan Desa) merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah. 
Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang 
secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau 
komunitasnya.Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang 
kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. 
Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintahan Desa telah mengalami perbedaan 
sudut pandang utama dalam hal kewenangan.Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, 
bimbingan, pelatihan dan pembelajaran kepada pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi, 
tugas, dan wewenangnya. 
Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah dijelaskan 
tentang defenisi dari Alokasi Dana Desa. Dimana yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa 
adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari 
dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah bagi pemerintah Kabupaten/Kota. 
Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bone membentuk 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, dalam hal tujuan, sumber 
dan proporsi Alokasi Dana Desa dimana dalam pasal 2 ayat 1 mengatur tujuan Alokasi Dana 
Desa yakni untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta 
pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa. Dimana hal tersebut 
diperjelas pada ayat 3 bahwa pembagian alokasi dana desa untuk setiap desa secara proporsional. 
Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk 
mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa dengan 
memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. 
Alasan peneliti memilih Alokasi Dana Desa sebagai bahan penelitian dikarenakan 
Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan Desa dibandingkan 
dengan sumber-sumber dana pendapatan Desa yang lain. Apabila Alokasi Dana Desa benar-
benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan 
pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan 
tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Desa. 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 pada prinsipnya menginginkan agar semua 
pihak yang bersangkutan dapat melaksanakannya.Namun pada pelaksanaannya sejak 
diterbitkannya perda tersebut tidak berkesesuaian antara aturan perda dengan pelaksanaannya. 
Maka dalam hal ini penulis mengankat sebuah judul :“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”. 
 
 
.Kesimpulan  
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) 
di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone berjalan cukup Baik. Hal ini dapat terlihat dari 
tahap perencanaan berupa aparat Pemerintahan telah melakukan musyawarah dalam hal 
perencanaan ADD, dan melakukan pembuatan RPJMDes, serta pembuatan RKPDes 
Sebagaimana Peraturan daerah tentang ADD yang dapat menjadi arahan bagi Tim 
Pelaksana Desa dalam menjalankan ADD baik dalam hal pengalokasian dana serta tujuan 
penggunaan dana.  
2. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan ADD yang ditemui yakni pembuatan laporan 
pertanggungjawaban dan kondisi cuaca di lingkungan desa seperti musim hujan yang 
dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Setiap permasalahan yang 
mereka dapatkan dalam proses pelaksanaan ADD di Desanya dapat di selesaikannya 
dengan adanya bimbingan dan konsultasi dengan pihal-pihak yang terkait seperti tim 
Pembina tingkat kabupaten dan tim Pembina tingkat kecamatan. 
 
